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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Putusan Pengadilan Tinggi No. 55/Pid/TPK/2014/PT.DKI jo. Putusan 

Pengadilan Negeri No. 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst dengan terdakwa Hendra 

Saputra adalah tidak tepat, karena bertentangan dengan asas legalitas yang tercantum 

dalam pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas legalitas mendasari perbuatan pidana dan sanksi 

pidana sehingga penjatuhan sanksi harus sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU PTPK 

yang mengatur ketentuan pidana minimum selama 4 tahun penjara dan denda 

minimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sedangkan dalam putusan hanya 

dijatuhkan pidana penjara 1 tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah). meski hakim didalam pertimbangannya menemukan dan menjelaskan adanya 

error iuris pada kasus yang dialami oleh terdakwa Hendra Saputra dan meyakini 

bahwa hal itu bukan karena adanya kehendak dari terdakwa Hendra Saputra, maka 

hakim seharusnya berpedoman kembali pada Pasal 191 KUHAP yang mengatur 

tentang ketentuan dari macam – macam putusan yang dapat dijatuhkan untuk 

membebaskan terdakwa dari sanksi pidana. Oleh karena itu, dalam menanggapi 

putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut JPU dapat mengajukan upaya hukum 

kasasi kepada MA. 

 

4.2 Saran 

Memperhatikan pertimbangan hukum dari putusan judex facti yaitu pada 

Putusan PT No. 55/Pid/TPK/2014/PT.DKI jo. Putusan PN No. 

36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst seharusnya majelis hakim harus lebih banyak 

mengadakan seminar atau pelatihan bagi para hakim dalam pembahasan penerapan 

legalitas khususnya dalam ruang lingkup hukum, hal ini bertujuan agar majelis hakim 

dalam memeriksa dan mengadili tidak semata – mata berdasarkan dari penafsiran 

melainkan menjunjung tinggi asas legalitas. 
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JPU seharusnya melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan PT No. 

55/Pid/TPK/2014/PT.DKI jo. Putusan PN No. 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst yang 

ditujukan kepada MA agar tidak ada penyimpangan hukum dalam penjatuhan sanksi 

pidana terhadap terdakwa Hendra Saputra sehingga memberikan efek jera dan 

menjunjung tinggi kepastian hukum. 

 


